
SALINAN 

 

BUPATI BANJARNEGARA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI  BANJARNEGARA 
NOMOR 16 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 190 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan 
Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan 

evaluasi terhadap kelembagaan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah eksisting; 

  b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 061/19561 tanggal 27 Desember 
2017 Perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten 
Banjarnegara, menyatakan bahwa Unit 
Pelaksana Teknis  pada Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tidak 
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan 

untuk penguatan organisasi di tingkat 
kecamatan dapat dibentuk satuan pelayanan 
berupa unit kerja non struktural dengan 

menunjuk salah satu penyuluh keluarga 
berencana sebagai koordinator; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan 

Bupati Banjarnegara Nomor 190 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Pada Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kabupaten Banjarnegara; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5243); 
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494); 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah  beberapa kali 
diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 451); 

  10. Peraturan  Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 2 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 193); 
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  11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 73 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak  Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 73, 

Tambahan Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 77); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 190 
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN 
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN KABUPATEN BANJARNEGARA. 
 

Pasal I 

 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 190 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banjarnegara 
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 47) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banjarnegara. 
 

Ditetapkan di Banjarnegara 

pada  tanggal 5-4-2018                     
BUPATI  BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 

BUDHI SARWONO 
Diundangkan di Banjarnegara 

pada tanggal 14-8-2018                      
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  BANJARNEGARA, 
Cap ttd, 

INDARTO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018  NOMOR 16 
 

Mengetahui sesuai aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

SOLEMAN, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 
NIP. 19640306 199303 1 008 


